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TINJAUAN TENTANG SISTEM DEMOKRASI

A. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejak 500 (lima ratus) tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi
dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang
mulai mengembangkan sistem pemerintahan® yang memberikan kesempatan
cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan.?
Permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai
yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai
demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan
beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama
yang menyusulnya.?’

Sudah lazim dikisahkan, istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno,
democratia. Plato yang memiliki asli Aristocles (427 — 347 M) sering disebut
sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah democratia itu. Demos
berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Demokrasi menurut Plato kala itu
adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya

para filosofislah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui

% Sistem Pemerintahan adalah suatu susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur
yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan didalam negara dan saling melakukan
hubungan fungsional di antara organ-organ negara tersebut baik secara vertikal maupun horizontal
untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. (Charlie Rudyat, Kamus Hukum, (Pustaka
Mahadika, 2013), h. 383)

%8 saiful Arif dan Heri Setiyono, Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus
Warga dalam Kehidupan Beberapa Negara, (Malang: Averroes Press, 2013), h. 1

2" Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, Cet. X, 1985), h. 53
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bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat.
Belakangan diketahui sebetulnya yang diinginkan oleh Plato adalah sebuah
aristokrasi.”®

Penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara, pertama kalinya
ditemukan di negara kota (city state/polis/civitas) di kota Athena, Yunani
Kuno.”® Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung
(direct democracy); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan
politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak
berdasarkan prosedur mayoritas. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk
warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk.
Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pegadang asing, perempuan
dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.*® Dalam negara modern
demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan
perwakilan (representative democracy).

Begitu pula yang terjadi di Roma yang terletak di semenanjung Italia.
Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka Dunia Barat
waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani,
dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad
Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh

struktur sosial yang feodal; yang kehidupan politiknya ditandai oleh

28 Aristokrasi adalah bentuk negara yang mana pemerintahan oleh sekelompok orang
yaitu para cendikiawan guna kepentingan seluruh rakyat. (Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), h. 228)

2% Nadrilun, Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2012), h. 6

%0 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi..., op.cit., h. 21
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perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut
perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen
yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada
permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (national state) dalam
bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan
sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang
lebih modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-
pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance® (1350-1650) yang
terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, praktik demokrasi mula-
mula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di
Yunani. Kalau orang Yunani mengatakannya sebagai polis atau negara-kota,
orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik.*
Maknanya, res dalam bahasa Latin berarti kejadian atau peristiwa, dan
publicus berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai secara bahasa maka

kata ‘republik’ itu adalah ‘sesuatu yang menjadi milik rakyat’.** Dan

%1 Miriam Budiarjo, op.cit., h. 54
%2 Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya

Yunani Kuno, yang berupa gelombang-gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di
Italia pada abad ke empat belas dan mencapai puncaknya pada abad ke lima belas dan enam belas.
(Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi... op.cit., h. 22)

%% Bentuk Republik yaitu dimana kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah di tangan

rakyat atau dilakukan atas nama rakyat, jika lembaga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi disebut
demokrasi sedangkan kekuasaan tertinggi berada pada sebagian rakyat dinamakan aristokrasi.
(Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2009), h. 88)

%% Saiful Arif dan Heri Setiyono, op.cit., h. 4
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Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara,
seperti Jerman, Swiss dan sebagainya.*

Kedua aliran pikiran tersebut mempersiapkan orang Eropa Barat
dalam masa 1650-1800 menyelami masa “Aufklarung” (Abad Pemikiran)
beserta Rasionalisme yaitu suatu pikiran yang ingin memerdekakan pikiran
manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan mendasarkan
pemikiran atas akal (ratio) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan
untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa
manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh
raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja,
yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan
tak terbatas.*® Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini
didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai social
contract (kontrak sosial).

Pada hakekatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk
mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik
rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke
dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755).
Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas
kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property).

Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak

% Ni’matul Huda, llmu.. op.cit., h. 198
% 1bid, h. 199
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politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica.*” Ide-ide
bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Perancis

pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.®

B. Pengertian Sistem Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata Yunani “demos”
atau rakyat dan “kratia” berarti kewenangan atau mengatur (rule). Secara
sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai rule of the people. Konsep
demokrasi sebagai kedaulatan rakyat bertumpu pada prinsip bahwa rakyat
secara keseluruhan dipandang sebagai landasan kehidupan politik. Rakyat
adalah sumber utama kewenangan dan kepentingan, serta kesejahteraan
rakyat merupakan tujuan utama pemerintah.*

Sistem demokrasi adalah suatu sistem atau suatu cara atau metode
mengatur kekuasaan negara yang tidak mudah disalahgunakan dalam
pelaksanaannya, dimana garis besar daripada sistem*° tersebut ialah adanya
pembagian dan pembatasan wewenang kekuasaan pada setiap pejabat
penguasanya selaku penguasa negara, dengan mengadakan pembagian
kekuasaan negara atas beberapa bidang kekuasaan, guna mencegah adanya

dominasi atau monopoli kekuasaan yang dapat membuat pejabat penguasanya

%" Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dengan legislatif
(parlemen). (Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.
255)

%8 Miriam Budiarjo, op.cit., h. 56

% H.A. Prayitno, Pendidikan Kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia
(KADEHAM), (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), h. 78

“0 Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengait satu sama
lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. (Inu
Kencana Syafie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 4)
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itu berubah menjadi absolut dan kemudian bersikap otoriter, karena sistem
kekuasaan absolutlah yang merupakan sistem kekuasaan negara yang mudah
kemungkinannya bagi para pejabat penguasanya untuk melakukan
penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, manipulasi, kolusi, dan nepotisme
serta untuk bertindak zhalim terhadap masyarakat atau rakyat.**

Para ahli pikir klasik seperti Plato dan Polibyus memandang bahwa
demokrasi bukanlah merupakan pilihan terbaik bagi sistem pemerintahan,
karena demokrasi yang “liar” dapat berujung pada kehidupan anarkis yang
pada akhirnya dapat mengundang sang diktator** dan tiran.**

Dalam teori Henry B. Mayo, demokrasi didasari oleh nilai-nilai yang
positif dan mengandung unsur-unsur moral universal, yang tercermin antara
lain:*

1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga,;

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah;

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;

*1 P, Sharma, Sistem Demokrasi yang hakiki, (Jakarta: Yayasan Menara llmu, 2004), h.
217

*2 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana,
2011), h. 175

“ Tiran adalah bentuk negara yang mana pemerintahan oleh satu orang untuk
kepentingannya sendiri. (Ni’matul Huda, lImu.. op.cit., h. 229)

* Miriam Budiarjo, op.cit., h. 62-63
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5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam
masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat,
kepentingan serta tingkah laku; dan

6. Menjamin tegaknya keadilan.

C. Konsep-konsep Demokrasi

Istilah sistem demokrasi ada bermacam-macam, yaitu demokrasi
konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin®®, demokrasi
Pancasila, demokrasi rakyat®, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan
sebagainya.”” Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut
asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”.

Di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi
ada 2 (dua) kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi
konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi
tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan
fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional
mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum

(rechtstaat), yang tunduk pada rule of law. Sebaliknya, demokrasi yang

** Sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimulailah langgam otoritarian dalam
kehidupan politik di Indonesia di bawah bendera demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin akan
mengolah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan semangat
gotong royong. (Mahfud MD, Politik Hukum...op.cit., h. 136)

6 Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator
proletar. Negara dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perkembangan negara kearah
sosialisme. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti
Cekoslovakla, Polandia, Hingaria, Rumania, Bulgaria serta Yuguslavia dan di Tiangkok. (Ni’matul
Huda, IImu...op.cit., h. 204)

" Miriam Budiarjo, op.cit., h. 50
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mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak
boleh dibatasi kekuasaannya (machtstaat) dan yang bersifat totaliter.*®
1. Demokrasi Konstitusional
Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa
pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang
terhadap warga negaranya. Dan menekankan pada proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat di
antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama®®; dan
2. Demokrasi Komunisme
Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan
dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara.
Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan
lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.>
Dari segi pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari 2 (dua) model,
yaitu :
1. Demokrasi langsung (direct democracy), adalah demokrasi yang terjadi
apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan
secara langsung. Misalnya, pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil

presiden, gubernur, bupati dan walikota) dan pemilihan anggota

“8 Ni’matul Huda, llmu.. op.cit., h. 201

* Efriza, llmu Politik: Dari llmu Politik sampai Sistem Pemerintahan, (Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 114

*% Ni’matul Huda, llmu.. op.cit., h. 201-202
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parlemen atau legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dilakukan rakyat secara
langsung melalui pemilihan umum; dan

2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan (indirect democracy),
adalah demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan rakyat tidak
secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui
lembaga perwakilan. Dengan demikian, demokrasi tidak langsung

disebut juga dengan demokrasi perwakilan.™

Dan dari segi dasar wewenang dan hubungan antara alat
kelengkapan negara, demokrasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Demokrasi sistem parlementer, adalah demokrasi yang menempatkan
kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala
pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri
dan menteri-menteri dalam kebinet diangkat dan diberhentikan oleh
parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara; dan

2. Demokrasi sistem presidensil, adalah demokrasi yang mana kekuasaan
eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung
oleh mereka. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan.

5! Yessyca Yunitasari, Sugiyanto dan Kayan Swastika, Abdurrahman Wahid’s Thought
about Democracy in 1974-2001, Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673 Vol.I (2017) Issue-1, h. 85
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D. Prinsip-prinsip Demokrasi
Ada 2 (dua) landasan pokok yang menjadi dasar daripada prinsip-
prinsip demokrasi, yang merupakan syarat mutlak yang harus diketahui oleh
setiap orang yang menjadi pemimpin negara atau rakyat atau masyarakat atau
organisasi atau partai atau keluarga, yaitu:*

1. Suatu negara itu adalah milik seluruh negaranya, jadi bukan milik
perorangan atau miliki suatu keluarga atau kelompok atau golongan atau
partai, dan bukan pula milik penguasa negara; dan

2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah
selaku pengurus rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil
terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayan rakyat, yaitu
tidak boleh atau tidak bisa bertindak zhalim terhadap tuannya, yakni

rakyat.

Adapun Prinsip-prinsip Demokrasi itu adalah sebagai berikut:
1. Kekuasaan Negara harus ditangan Rakyat;
Dengan landasan bahwa negara itu adalah milik rakyat, maka kekuasaan
negara haruslah dipegang oleh rakyat sendiri, yaitu dengan jalan:
a. Setiap warga negara memiliki kesempatan hak untuk bisa dipilih
menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum legislator, atau

menjadi Presiden melalui pemilihan umum Presiden atau diangkat

°2p. Sharma, op.cit., h. 221
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menjadi pejabat negara oleh pejabat negara yang berwenang
mengangkatnya;

b. Setiap warga negara secara kolektif dengan sejumlah suara tertentu
memiliki hak untuk memilih wakilnya (wakil rakyat) dengan status
selaku anggota Parlemen melalui pemilihan umum legislator dan
dapat memilih Kepala Negaranya dengan suara terbanyak melalui
pemilihan umum Presiden, yang diselenggarakan setiap beberapa
tahun yang ditentukan;

c. Bahwa di dalam negara Demokrasi adalah rakyat lebih berhak
menilai kondite serta kemampuan para pemimpinnya daripada
pemimpin untuk menilai rakyatnya. Secara periodik tertentu,
misalnya setiap akhir tahun, setiap warganegara pada suatu
masyarakat daerah secara kolektif melalui sejumlah suara tertentu
memiliki hak perwakilannya atas anggota Parlemen yang mewakili
daerahnya yang dahulu terpilih melalui pemilihan umum legislator;

d. Harus ada keterbukaan terhadap seluruh rakyat, yaitu dalam setiap
sidang Parlemen harus dilakukan secara terbuka;

Pelaksanaan kekuasaan Negara harus terbagi dan terbatas dalam

beberapa badan atau bidang kekuasaan yang saling berbeda fungsinya,

dengan semua Kepala (pejabat tertinggi) adalah sama tinggi
kedudukannya;

Tidak boleh ada Hak Istimewa pada seseorang atau pada suatu golongan

atau partai;
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4. Pemberian hak monopoli kepada seseorang atau golongan atau partai,
bahkan pada Negara;

5. Harus ada Undang-Undang Dasar Negara dan Undang-Undang Tentang
Hak Asasi Manusia>® atau Warganegara;

6. Selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Negara, seluruh Rakyat harus
memiliki Pendidikan formal yang cukup (minimal setingkat SLTA), serta

memiliki pengetahuan dasar tentang Sistem Demokrasi;>

E. Sistem Demokrasi di Indonesia

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam
alinea keempat Pembukaan UUD 1945, vyang menyatakan bahwa
“Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam
suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan
tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-
sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi
konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia.*

Sistem demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 5 (lima) periode

demokrasi, yaitu:

%% Hak Asasi Manusia adalah hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke
dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. (Charlie Rudyat, op.cit., h. 195)

> p.Sharma, op.cit., h. 245

%% Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 38
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1. Demokrasi di Era Revolusi Nasional (1945-1949);

Pada awal zaman kemerdekaan, Indonesia menganut sistem
parlementer®® dengan kehadiran banyak partai. Ternyata kabinet jarang
dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun karena ulahnya partai-partai.
Keadaan ini menimbulkan keinginan untuk memperkukuh badan
eksekutif dan menyederhanakan sistem partai. Begitu kuatnya paham
demokrasi pluralistik pada tahun 1945-1949 yang ditandai sistem multi
partai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan
dominasi peranan pemerintahan negara. Hal itu terbukti bahwa partai-
partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet yakni Kabinet Syahrir
I,LIL1, Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahrir 1I.
Kondisi demikian berlangsung sampai tahun 1947.>

2. Demokrasi di Era Liberal (1950-1959)

Dalam periode ini belum dapat diterapkan pola pelaksanaan
demokrasi, karena belum tumbuhnya lembaga-lembaga demokrasi dalam
bidang pemerintahan dan masyarakat secara jelas, kehidupan politik pada
periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. Seiring dengan itu
lembaga eksekutif berada pada posisi yang “kalah kuat” dibandingkan
dengan partai-partai sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan

keadaan politik berjalan secara tidak stabil.*® Sesudah berdirinya RIS

% Dimana Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan melainkan hanya sebagai
kepala Negara. (Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, Jurnal
Hukum dan Dinamika Masyarakat VVol.5 No.1 Oktober 2007, h. 59)

>" Benny Bambang Irawan, loc.cit.

%8 Lodewijk Gultom, Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan

Indonesia, (Bandung: CV. Utomo, 2007), h. 115
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walaupun eksistensi Negara sudah mendapat pengakuan internasional,
tetapi pelaksanaan demokrasinya baru dilakukan dalam tahap lapisan
kaum politisi yang jumlahnya masih sangat terbatas dan yang pengertian
dan pengalaman tentang pelaksanaan demokrasi juga masih sangat
terbatas.
Ada 6 (enam) karakteristik dari model demokrasi liberal, yaitu:>
a. Terdapat sistem dan mekanisme kompetisi di bidang politik yang
berintikan kompetisi di antara partai politik yang ada;
b. Terdapat kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan,
dengan segala cara dan hak-hak untuk mengekspresikannya;
c. Terdapat sistem dan mekanisme peralihan kekuasaan yang jelas
serta terbuka dan senantiasa didasarkan pada kosntitusi yang ada;
d. Terdapat pengakuan adanya batas antara masyarakat sipil dan
kekuasaan negara;
e. Terdapat jaminan atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang
untuk melakukan oposisi atas kebijakan pemerintah; dan
f.  Sistem dan mekanisme kerja negara, pemerintah dan partai politik
berdasarkan konstitusi.

Kelemahan-kelemahan Demokasi liberal,®

yaitu:
a. Konsep dan definisi liberal lebih memiliki kekuatan formalitas,

tetapi tidak dalam level operasional;

%% zamroni, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur, (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2013), h. 71
% bid, h. 73-75
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b. Model demokrasi liberal memberikan jaminan adanya kebebasan
sipil atau adanya hak-hak milik pribadi, itu benar;

c. Mengandung prinsip politik etnis, dalam kerangka kebebasan dan
partisipasi;

d. Adanya pembatasan partisipasi masyarakat;

e. Sangat anti dan bersifat tidak toleran akan adanya perubahan yang
bersifat revolusioner;

f.  Dalih menegakkan demokrasi, termasuk di negara lain, tidak segan-
segan melakukan pemaksaan dengan bayonet, tank dan bom; dan

g. Karakteristik pluralisme dalam model demokrasi liberal, hanya
sekedar mitos belaka.

Demokrasi di Era Terpimpin (1959-1965)

Sistem multipartai dalam kerangka penerapan demokrasi liberal
menguasai perkembangan politik selama sepuluh tahun dan berakhir
akibat timbulnya paham demokrasi terpimpin.®* Ketika pada 5 Juli 1959
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang kemudian dianggap
sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi terpimpin. Pada era ini
konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter, di
dalamnya Soekarno menjadi aktor utama dalam agenda politik nasional,
sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan sebagai rezim
yang otoriter. Selain Soekarno, ada 2 (dua) kekuatan politik yang masih

dapat berperan adalah Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia.

®! Slamet Muljana, op.cit., h. 64
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Presiden Soekarno mengatasi lembaga-lembaga konstitusional, menekan
partai-partai, menutup pembebasan pers serta membuat peraturan
perundang-undangan yang secara konstitusional tidak dikenal, seperti
Penpres dan Perpres.®? Pada demokrasi terpimpin ini, semua anggota
DPR-GR dan MPRS diangkat untuk mendukung program
pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Dia berusaha
keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi Nasakom
(Nasional, Agama dan Komunis). Tiga pilar utama partai politik yang
mewakili Nasakom adalah PNI, PU dan PKI. Dia menggalang dukungan
dari semua kekuatan Nasakom.®?

Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan
Presiden, yakni Soekarno. Ketua DPR, MPR, BPK, MA diangkat sebagai
pembantunya dengan jabatan sebagai menteri. Semua kepala staf (AD-
Angkatan Darat, AL-Angkatan Laut, AU-Angkatan Udara dan
Kepolisian) juga diangkat sebagai menteri. Dengan kekuasaan yang
terpusat ini, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup tanpa
didampingi wakil presiden. Dalam ketetapan MPRS NO. Il tahun 1963,
Pasal | menyatakan: Dr. Ir. HAJI SOEKARNO (BUNG KARNO),
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang Kkini menjabat Presiden
Republik Indonesia, dinyatakan dengan karunia Allah untuk menjadi:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP!

%2 Lodewijk Gultom, op.cit., h. 116
% Emdievi Y.G. Alejandro, Diktator Zaman Modern: Mengejar Ambisi Menuai Tragedi,
(Jakarta: Visi Media Pustaka, 2007), h. 199
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Namun, demokrasi Terpimpin dan Soekarno sebagai Presiden
seumur hidup tidak berlangsung lama. Tragedi G.30 S/PKI (Gerakan 30
September/Partai Komunis Indoensia)®* yang membuat semuanya
berakhir. Pasca tragedi G 30 S/PKI, Soekarno jatuh dari kursi
kepresidenan.

Masa demokrasi terpimpin banyak memberikan bahan-bahan
berharga sebagai pelajaran dan pengalaman untuk pelaksanaan demokrasi
mungkin lebih dari pada periode-periode sebelumnya, karena dalam
periode tersebut terdapat suatu pola yang dilaksanakan secara konsekuen,
walaupun dengan meninggalkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai
Pancasila itu sendiri. Dan kita tidak usah mengingkari, bahwa boleh
dikatakan sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia seolah-olah
terpesona dan terseret di dalamnya.

4. Demokrasi di Era Orde Baru (1966-1998)

Ketika pemerintah Orde Baru ini naik ke pentas politik nasional,
negara Indonesia sedang menghadapi krisis luar biasa dalam bidang
politik dan ekonomi. Dalam bidang politik krisis itu ditandai dengan
berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar dan ormas-ormas onderbouw
parpol yang hidup dalam tekanan ketika era demokrasi terpimpin.

Sedangkan dibidang ekonomi ditandai oleh sulitnya didapat keperluan

 G30S/PKI tahun 1965 merupakan kudeta yang gagal menyebabkan merosotnya
kekuasaan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya secara tajam. Saling tarik menarik tambang
antara Soekarno, PKI, Angkatan Darat (AD) menjadi terputus dan diakhiri dengan tampilnya AD
sebagai pemenang. Hancurnya PKI dan runtuhnya rezim Soekarno merupakan akibat dari peran-
peran yang dimainkan oleh keduanya pada era demokrasi terpimpin. (Mahfud MD, Politik
Hukum... op.cit., h. 302)
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sehari-hari dan melonjaknya harga-harga secara luar biasa,” kekuasaan
selama masa Orde Baru yang menggambarkan wajah buram demokrasi.

Dalam perjalanan sejarah, Soekarno tetap menjadi Presiden sampai
munculnya Orde Baru atau runtuhnya Demokrasi Terpimpin, yang
dibangun Soekarno sendiri. Meski bentuk atau sistem pemerintahannya
berganti-ganti, Soekarno tetap menjadi presiden. Seperti terlihat bahwa
ketika sistem pemerintahan berganti dari presidensil ke parlementer
melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945,
dengan kedudukan sebagai kepala negara yang tidak mempunyai
kekuasaan pemerintahan, bersifat simbolik dan seremonial. Begitupun
ketika bentuk negara Indonesia berubah dari Republik menjadi negara
Federal (serikat) yang berdasarkan UUD RIS 1949 dan kembali menjadi
negara kesatuan berdasarkan UUD Sementara 1950, Soekarno dan Moh.
Hatta juga tetap menjadi Presiden dan Wakil Presiden.®®

Sejak Surat Perintah sebelas Maret 1966 sampai sekarang, yang
kita sebut periode demokrasi Pancasila.’” Demokrasi Pancasila ialah
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kkebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, yang merupakan sila keempat dari Dasar
Negara Pancasila, seperti yang tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945. Penerapan demokrasi Pancasila harus dijiwai

® Ibid, h. 303

% |_uky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 29

%7 pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi
pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. (Mahfud MD,
Politik Hukum... op.cit., h. 303)
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oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia diatur dalam
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat, yang dapat pula diterapkan pada lembaga-
lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga lainnya, dan lembaga-lembaga
kemasyarakatan di Indonesia.®®

Jatuhnya orde lama yang digantikan orde baru, yang ditandai
dengan ikutsertanya para teknorat dari dunia akademis di pemerintahan,
pada dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun, akibat inkonsistensi
dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar
demokrasi, pada akhirnya orde baru terseret dalam praktik-praktik
pemerintahan pragmatis dan otoriter.®®

Proses lembaga Konstituante mengalami kegagalan karena dipicu
berbagai pertimbangan politik sehingga pada tanggal 5 Juli 1959
dikeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan Konstituante dan
kembali ke UUD 1945, dapatlah diyakini bahwa ada tuduhan yang kuat
dan sah, ternyata UUD 1945 sejak ditetapkan sampai dengan periode
Orde Baru tahun 1966 selalu dibawah tekanan/paksaan politik kekuasaan
yang kuat saat itu. Artinya proses penerimaannya sebagai UUD

(konstitusi) tidak dengan cara-cara konstitusional dan terencana secara

% C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), h. 108
% Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 249
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matang dan transparan. Hal ini tentu memiliki pengaruh yang negatif
bagi penegakannya.

Konfigurasi politik Orde Baru sampai dengan Pasca Pemilu 1997
adalah tidak demokratis atau cenderung otoriter dengan tumpuan
kekuatan pada Presiden Soeharto, ABRI, Golkar dan Birokrasi. Terjadi
pemusatan kekuasaan pada satu tangan dengan dalih membangun
stabilitas nasional sebagai prasyarat kelancaran pembangunan ekonomi.

Periode Orde Baru (1966-1998) menampilkan konfigurasi politik
non demokratis. Dengan catatan, pada awal perjalanannya ada toleransi
bagi penampilan konfigurasi yang demokratis. Namun kemudian
berlangsung sangat otoriter dan represif, sehingga pemerintahan tidak
berjalan secara demokratis.”

Tidak dipungkiri bahwa setelah 5 (lima) kali pemilihan, yaitu
Pemilihan Umum 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992, menampakkan
kelemahan pokok yaitu seolah-olah menyempitnya ruang demokrasi.
Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah adanya pergeseran nilai
politik berupa menguatnya peran DPP (Dewan Pimpinan Pusat)
organisasi sosial politik peserta pemilihan umum terhadap anggota DPR.
Lembaga perwakilan rakyat seolah-olah menjadi wakil orsospol. Ini satu

kemunduran dari hasrat demokrasi 1969.*

" pydi Rahardi, Hukum Kepolisian: Profeionalisme dan Reformasi Polri, (Surabaya:
Laksbang Mediatama, 2007), h. 42

™ Midian Sirait, Paham Kebangsaan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997),
h. 150
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Tabel 2.1
Perbedaan Otoriterisme Orde Lama dan Orde Baru
Orde Lama Orde Baru

Tidak ada Sistem Kepartaian Melahirkan Sistem Kepartaian

Tumpuan Kekuatan adalah
Presiden Soeharo, ABRI,
Golkar dan Birokrasi

Tumpuan Kekuatan adalah
Soekarno sebagai Presiden

Jalan yang ditempuh dengan Melalui cara konstitusional
cara inkonstitusional
Obsesi utama adalah pemusatan Memilki obsesi membangun
kekuasaan dengan alasan, paling stabilitas nasional sebagai
tidak menurut yang prasyarat kelancaran
dikemukakan secara terbuka, pembangunan ekonomi
untuk mencegah disintegrasi

Dibawah Orde Lama yang semula secara permukaan
mempelihatkan kekuatan politik Soekarno ternyata terdapat polarisasi
politik yang sangat tajam dan bergelora sehingga meledak dalam krisis
politik pada tahun 1965/1966. Sebaliknya di bawah Orde Baru elemen-
elemen disintegrasi dapat dieliminasi sehingga stabilitas nasional
senantiasa mantap dan pembangunan ekonomi menampakkan hasil
secara memuaskan, tetapi dengan kehidupan politik yang tidak
demokratis.

Demokrasi di Era Reformasi (1999-2009)

Pelaksanaan pemilihan umum 1999 yang disiapkan dalam waktu
singkat, terlaksana dengan relatif bebas, jujur dan adil khususnya jika
dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya pada rezim orde

baru. Meskipun demikian, pemilu tahun 1999 baru merupakan pancangan
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awal menuju kearah terbentuknya tatanan politik yang demokratis, suatu
tatanan politik yang mampu menjamin tegaknya hak-hak politik rakyat
sebagai cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat."

Garis hitam tebal pemisah antara periode kelam Orde Baru dengan
Era Reformasi adalah dikembalikannya kedaulatan rakyat ke tangan
rakyat sejak tanggal 21 Mei 1999 setelah lebih dari tiga dekade
dikangkangi oleh Soeharto, sang komandan rezim Neo-Fasisme Orde
Baru. Pemilu presidensial langsung yang pertama kali dalam sejarah
Indonesia modern, keputusan kolektif nasib bangsa. Rumah yang baru
mulai dibangun itu masih sangat rentan di berbagai pojoknya terancam
oleh serangan manipulasi elit dan perusakan oleh berbagai pihak lainnya.
Ada 3 (tiga) pihak yang sangat membahayakan proses pembangunan
demokrasi, yaitu militerisme, kerajaan bisnis konglomerat hitam dan
serangan kelompok Soehartois.”

Dalam praktik Pemilihan Umum 2004, nilai-nilai demokrasi yang
seharusnya menghendaki adanya desentralisasi, namun desentralisasi
ternyata hanya menyentuh level birokrasi pemerintahan karena
kenyataannya dalam Pemilihan Umum 2004 ini Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sebagai penyelenggaraan pemilihan umum justru
berperilaku sentralistik. Strategi KPU dalam menangani persoalan-
persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan umum cenderung sentalistik,

misalnya soal pencetakan kertas suara, kotak suara dan logistik pemilihan

"2 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara... op.cit., h. 276
’® Tamrin Amal Tomagois, Republik Kapling, (Yogyakarta: Resisi Book, 2006), h. 204
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umum masih dikelola secara terpusat oleh KPU Pusat. Padahal, urusan-

urusan teknis semacam ini akan lebih mudah diselenggarakan kalau KPU

Pusat mau mendesentralisasikan urusan-urusan tersebut kepada KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.”*

Sistem demokrasi memerlukan warga negara yang memiliki watak
dan jiwa yang demokratis,” sebagai berikut:

a. Memiliki kemampuan memahami perbedaan, masing-masing
individu berhak menjadi dirinya sendiri dan pengakuan atas
kesetaraan, yakni tidak ada seseorang lebih superior atas yang lain;

b. Memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang
berbagai perbedaan;

c. Memiliki kemampuan memecahkan konflik sosial secara damai dan
memiliki ~ kerangka untuk memecahkan konflik, senang
berkomunikasi dan mengambil keputusan secara demokratis; dan

d. Memiliki kesadaran hukum, memiliki tanggung jawab sebagai warga
negara dan memiliki keterampilan yang diperlukan, serta berfikir
kritis dan analitis untuk bisa menyampaikan gagasan dan
menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun.

6. Demokrasi di Orde Reformasi (2009-sekarang)
Dalam Pemilihan Umum 2009, ada permasalahan hasil pemilihan

umum yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kecurangan hasil suara

™ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi & Politik Desentralisasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 8
7> Zamroni, op.cit., h. 19
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dapat saja disebabkan dari para kandidatnya yang curang, kekhilafan
yang dilakukan oleh petugas Pemilihan Umum dan lain-lain.”

Pemilihan umum 2014 berlangsung relatif bebas, demokratis dan
damai. Hampir tidak ada gejolak politik yang menonjol terkait
kekecewaan partai politik, kelompok pemilih, para caleg dan pihak
lainnya atas kekalahan mereka dalam kompetisi demokratis yang
berlangsung 5 (lima) tahunan tersebut. Ditinjau dari aspek proses
penyelenggaraannya, sebagian persoalan krusial pemilihan umum seperti
pernah muncul dalam pemilu-pemilu sebelumnya ternyata muncul dan
terulang kembali, termasuk soal akurasi daftar pemilih, baik daftar
pemilih sementara dan tetap, maupun daftar pemilih khusus dan
tambahan. Sementara hasil pemilu, peta politik justru semakin
mempertajam fragmentasi politik di parlemen, seperti jumlah partai
politik memperoleh kursi bukannya berkurang, tetapi sebalikya justru

bertambah dari 9 (sembilan) menjadi 10 (sepuluh) partai politik.””

Tabel 2.2
Demokrasi di Indonesia
Periode Demokasi
Era Revolusi Nasional (1945- Konfigurasi politik demokratis
1949) yang didasarkan pada demokrasi
Era Liberal (1950-1959) liberal
Era Terpimpin (1959-1965) Konfigurasi Otoriter yang
didasarkan Demokrasi Terpimpin
Orde Baru (1966-1998) Konfigurasi politik non demokratis.
Dengan catatan, pada awal
perjalanannya ada toleransi bagi

’® Ni’matul Huda, Penataan Demokrasi... op.cit., h. 205
" Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis
Proses dan Hasil, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. v
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penampilan konfigurasi politik
yang demokratis
Era Reformasi (1999-2009) Demokrasi Pancasila

Orde Reformasi (2009-sekarang) Demokrasi Pancasila

Perbedaan demokrasinya yaitu memasuki periode era reformasi
pada pemilihan umum tahun 2004, dimana pada pelaksanaannya rakyat
tidak hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja, tetapi
juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden
dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat walaupun dilaksanakan
pemilihan legislatif dahulu dibanding pemilihan presiden.

Dengan adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung, Negara Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dalam
pelaksanaan demokrasi yaitu dari demokrasi perwakilan menjadi
demokrasi langsung terkait cara pemilihan pada saat pemilihan umum.”®

Namun, pada pemilihan umum 2004 terjadi pergantian demokrasi
perwakilan (tidak langsung) menjadi langsung yaitu problematic sistem
presidensil yang dikombinasikan dengan sistem multipartai yang
kemudian berpotensi menghasilkan situasi deadlock dalam relasi
presiden dan parlemen sehingga berdampak pada instabilitas demokrasi
presidensil.

Ironisnya, fenomena itulah yang terjadi di Indonesia pasca-

Soeharto, sistem presidensil berlangsung bersamaan dengan sistem

78 Undang-Undang Dasar Bab VII B Tentang Pemilihan Umum Pasal 22E ayat (2),
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pewakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
(Naskah Amandemen Lengkap UUD 1945, Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Cet.l, 2013, h. 15)
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multipartai. Problematik kombinasi antara presidensialisme dan sistem
multipartai tidak hanya berlangsung pada era Presiden Wahid dan
Presiden Megawati, melainkan pada era Presiden Yudhoyono.
Fragmentasi dan polarisasi kekuatan partai di DPR hasil Pemilu 1999 dan
2004 menggambarkan dengan jelas potensi problematik sistem dan
praktik presidensialisme pasca-Soeharto. Disisi lain, baik Presiden
Wahid, Megawati, maupun Yudhoyono adalah figur presiden dengan
basis minoritas di DPR.>

Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan umum bahwa pelaksanaan Pemilu serentak dengan upaya

|160

penguatan sistem presidensia multipartai di Indonesia. Selain

menimbulkan coattail effect*®*

yang bisa melahirkan hasil Pemilu yang
kongruen, di mana Presiden terpilih besar kemungkinan akan mendapat
dukungan yang memadai atau koalisi yang kuat. Hal tersebut disebabkan

koalisi dibangun sejak awal sebelum pelaksanan pemilu, sehingga akan

tercipta koalisi yang lebih solid. Koalisi yang solid tersebut sekaligus

" Syamsudin Haris, Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia,

(Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 28

8 Ciri-ciri Sistem presidensial yaitu menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan
eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Artinya, Presiden adalah kepala pemerintahan dan
kepala negara; pemilihan kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat; Presiden bukan bagian dari
parlemen dan tidak bisa diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui pemakzulan; Presiden tidak
dapat membubarkan parlemen; Kedudukan lembaga parlemen yang tidak hanya terpisah dari
eksekutif melainkan juga independen terhadapnya; serta menteri-menteri diangkat oleh dan
bertanggungjawab kepada Presiden. (Syamsudin Haris, Praktik Parlementer Demokrasi... op.cit.,
h. 28)

81 Coattail effect yakni keterpilihan calon presiden dari partai politik atau koalisi partai
politik tertentu akan memengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari partai politik atau koalisi
partai politik tertentu pula. (Syamsudin Haris, Pemilu Nasional Serentak... op.cit., h. 11)
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bisa menjadi jawaban inkompatibilitas sistem presidensial dengan

multipartai sebagaimana dianut di Indonesia.

Dimana semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017, pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk :

1)
2)
3)

4)

5)

Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

Mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas;
Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;

Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
pengaturan Pemilu; dan

Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.*®?

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 Tentang Pemilihan Umum



